WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR : 188.45 / 76 / 600 / 11 / 2022

TENTANG

PENETAPAN RETRIBUSI NOL RUPIAH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

DI KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasail 88 Ayat (4) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, bahwa Persetujuan Bangunan
Gedung merupakan retribusi perizinan tertentu yang
pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah;

bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di
Kota Bima, dipandang perlu ditetapkan Retribusi Nol
Rupiah Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bima;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Penetapan Retribusi Nol
Rupiah Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bima;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5274) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara -Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam
Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ
Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan
Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan  Berusaha,
Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung
dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI
NOL RUPIAH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA
BIMA.

Menetapkan Retribusi Nol Rupiah Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) di Kota Bima.

Retribusi Nol Rupiah Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada Diktuym KESATU berlaku
selama belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bima.

Layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
tetap dilakukan melalui aplikasi SIMBG dengan cara
menginput tarif retribusi PBG sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Februarn® 2022

WALIKOTA BIMA,
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MUHAMMAD LUTFI

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;

Lkl

Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;

Inspektur Daerah Kota Bima di Raba,;

Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima di Raba.
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